Menimbang :

ISELL P T LANG I |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

. bahwa sesuai dengan kebijakan umum Anggaran serta strategi dan prioritas

APBD vyang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu
menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2000;

bahwa mempedomani pasal 186 ayat (1) Undang- undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur
untuk dievaluasi;

bahwa Gubernur Kep. Bangka Belitung telah menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur tentang APBD T.A 2006 sesuai
dengan Surat Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 903/ 144/ V/ 2006
tanggal 16 Februari 2006 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur tertang APBD T.A. 2006 dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2006;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di
atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Belitung
Timur T.A. 2006 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



Mengingat :

%)

10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerith dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar. Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara
Nomor 4355);

Undang-Undang” Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tzhun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahvn 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Trhun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437),



11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021) sébagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembarar Negara Nomor 4165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak [Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138); &

W

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Racrah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Négara
Nomor 4416)” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan :erwakilan Rakyat Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR



MEMUTUSKAN : a
d

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai

berikut :
1. Pendapatan : - Rp. 236.582.616.365,00
2. Belanja 5 : Rp. 244.834.159.847.34
Surplus / (Defisit) (Rp.  8.251.543.482,34)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan : Rp. 24.509.468.021,78

b. Pengeluaran : Rp. 16.257.924.539.44

Pembiayaan Bersih - Rp. 8.251.543.482 34

Pasal 2

(1) Uraian lebih lanjut /inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
yang terdiri dari :

1. Lampiran 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Lampiran 11 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Lampiran 111 Daftar  Rekapitulasi  APBD  Menurut  Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Dacrah.

4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.

5. Lampiran V¥ Daftar Piutang Daerah.

6. Lampiran VI ‘Daftar Pinjaman Daerah.

7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal ) Daerah

8. Lampiran VII1  Daftar Aktiva Tetap Daerah.

9. Lampiran 1X Daftar Dana Cadangan.

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai
daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

| Agar setiap orang mengetahufﬂyzl, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur> '

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Pebruari 2006

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Februari 2006
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